BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR { TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI BIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta memperpendek proses pelayanan
guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah,
mudah, transparan, pasti dan terjangkau di
Kabupaten  Situbondo dilaksanakan pelayanan
terpadu satu pintu;

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat
melalui pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten
Situbondo, dipandang perlu mendelegasikan sebagian
wewenang Bupati bidang perizinan dan nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Bidang
Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuy;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan



Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan  Pemindahan  Tempat
Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan = Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5643);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
167/KAB/B.VIII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922 /MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30
Tahun 2002;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
404 /Kpts/0T.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan
dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan
Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis
Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor
29/PER/M.KOMINFO/12/2010;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir @ dengan  Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
116/ M-DAG/PER/12/2015;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan
Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan = Umum, Menteri Komunikasi dan
Informatika, dan Kepala Badan  Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/
2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Ol
Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 473);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium
Klinik;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464 /MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012
tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 584);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1536);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 232);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan
Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014
tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1111);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1619);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan
Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 16/M-
DAG/PER/3/2016;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015
tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 647);

)



Menetapkan

S7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);

58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O05/PRT/M/2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

59. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 6);

61. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN WEWENANG BUPATI BIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas,
hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan
dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas

nama pemberi wewenang.
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Situbondo.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.

Izin adalah segala bentuk dokumen bentuk
persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau
diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau hal
pemberian dokumen sebagai bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau badan usaha.
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.
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BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
Kepala Dinas DPMPTSP, antara lain:
a. Bidang Perizinan; dan

(2)

b. Bidang Nonperizinan.

Kewenangan Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:
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Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

Izin Lokasi;

Izin Gangguan (HO);

Izin Lingkungan;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Izin Usaha Perdagangan (IUP);

Izin Usaha Industri (IUI);

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Izin Usaha Perikanan;

Izin Usaha Percetakan,

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;,

. Izin Usaha Toko Swalayan;

Izin Usaha Warung Internet (Warnet);

Izin Usaha Angkutan Barang;

Izin Trayek (Perkotaan, Perdesaan);

Izin Insidentil;

Izin Operasi;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
Izin Pemasangan Reklame;

Izin Bidang Kesehatan, meliputi:

1) Izin Praktik Dokter;

2) Izin Praktik Dokter Gigi;

3) Izin Praktik Dokter Spesialis;

4) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
S) Izin Praktik Bidan;

6) Izin Praktik Perawat;

7) Izin Praktik Apoteker;

8) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
9) Izin Tukang Gigi;

10) Izin Praktik Fisioterapis;
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11) Izin Kerja Fisioterapis

12) Izin Praktik Refraksionis Optisien,;

13) Izin Praktik Optometris;

14) 1zin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional,

15) Izin Operasional Klinik; ‘

16) I1zin Apotek;

17) Izin Penyelenggaran Optikal;

18) Izin Penyelenggaran Laboratorium Klinik;

19) I1zin Pedagang Eceran Obat;

20) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;

21)I1zin Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;

22)Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan
Rumah Sakit Kelas D;

23)1zin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan
Rumah Sakit Kelas D;

24) 1zin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

25) Izin Usaha Depot Air Minum (DAM);

26) Izin Salon Kecantikan;

. Izin Bidang Peternakan, meliputi:
1) Izin untuk Praktik Dokter Hewan (Surat Tanda

Registrasi);

2) Izin untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik
Veteriner (Surat [zin Tempat
Usaha/Operasional);

3) Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan
Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner;

4) lIzin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga
Negara Asing;

5) Izin Usaha Peternakan;

6) Izin Perluasan Usaha Peternakan;

7) lzin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);

8) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau
Penanganan Daging;

Izin Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:

1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

2) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

Izin Bidang Penanaman Modal meliputi:

1) Izin Prinsip Penanaman Modal;

2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal,;
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3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4) lIzin Prinsip  Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal;
5) Izin Usaha Penanaman Modal;
6) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal.
(3) Kewenangan Bidang Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Tanda Daftar Gudang (TDG);
Tanda Daftar Industri (TDI);
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
Layanan Informasi; dan

@™o Qa0 o

Layanan Pengaduan.
Pasal 3

Atas pendelegasian sebagian wewenang Bupati Bidang
Perizinan dan Bidang Nonperizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala
Dinas DPMPTSP bertindak untuk dan atas nama Bupati.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 4

Atas pendelegasian sebagian kewenangan = Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas
DPMPTSP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati secara berkala setiap bulannya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Segala dokumen layanan perizinan dan nonperizinan yang
telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya
berakhir.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perijian Terpadu Kabupaten Situbondo,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal (1 3 JAN 2017

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal (3 JAN 201/

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

WA

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1



